Menimbang

BUPATI KUBU RAYA

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR Il TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan serta Keputusan Gubernur Kalimantan Barat
Nomor 219/BPKAD/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Penetapan Penerima dan Jumlah Bantuan
Operasional Sekolah SD/SDLB Negeri dan Swasta, SMP/SMPLB Negeri dan Swasta serta SMA/SMK Swasta di
wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal
28 September 2017 dan Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati Kubu Raya tentang Rancangan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Nomor
900/1137.a/BPKAD-Angg 170/04/DPRD/2017 serta Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Barat tentang
Evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Nomor 657 Tahun 2017;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4751);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
Nomor 12);
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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 11
TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN

ANGGARAN 2017.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai

berikut:

Dengan Persetujuan Bersama

dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 semula berjumlah Rp. 1.469.706.276.320,00 (satu triliun empat
ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) bertambah
sejumlah Rp. 55.722.736.029,92 (lima puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua
puluh sembilan rupiah koma sembilan dua sen) sehingga menjadi Rp. 1.525.429.012.349,92 (satu triliun lima ratus dua puluh lima
miliar empat ratus dua puluh sembilan juta dua belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah koma sembilan dua sen) dengan

rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Pasal 1

Rp
Rp

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan

b. Belanja
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Rp
Rp

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan

1.375.877.368.784,00
25.101.573.406,26

1.464.206.276.320,00
55.712.566.029,92

1.400.978.942.190,26

1.519.918.842.349,92

(118.939.900.159,66)

—



c. Pembiayaan
1. Penerimaan .

a) Semula Rp 93.828.907.536,00

b) Bertambah/(berkurang) Rp 30.621.162.623,66
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp 124.450.070.159,66

2. Pengeluaran

a) Semula ° Rp 5.500.000.000,00

b) Bertambah /(berkurang) Rp 10.170.000 ,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp 5.510.170.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp 118.939.900.159,66
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp 0.00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan asli daerah

1. Semula Rp 128.293.216.119,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 55.908.642.683,26
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp 184.201.858.802,26
b. Dana perimbangan
1. Semula Rp 1.099.853.771.618,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp (32.799.019.516,00)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp 1.067.054.752.102,00
c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. Semula Rp 147.730.381.047,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 1.991.950.239,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Rp 149.722.331.286,00
perubahan

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak daerah
1. Semula Rp 78.174.000.500,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 10.770.999.500,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp 88.945.000.000,00




Retribusi daerah
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan setelah perubahan

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah

perubahan

Rp
Rp

Rp

Rp

Rp
Rp

7.822.478.485,00
(115.517.199,69)

6.636.446.243,00
(3.295.302.871,00)

35.660.290.891,00
48.548.463.253,95

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a.

Dana bagi hasil
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan
Dana alokasi umum
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan
Dana alokasi khusus
1. Semula
2. Bertambah /(berkurang)

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan

Dana alokasi khusus non fisik
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)

Jumlah dana alokasi khusus non fisik setelah perubahan

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp

29.623.365.000,00
(647.823.892,00)

815.563.958.618,00
(36.508.450.618,00)

136.989.000.000,00
6.294.365.000,00

117.677.448.000,00
(1.937.110.006,00)

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

7.706.961.285,31

3.341.143.372,00

84.208.754.144,95

28.975.541.108,00

779.055.508.000,00

143.283.365.000,00

115.740.337.994,00



(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah
1. Semula Rp . 700.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 539.549.500,00
Jumlah hibah setelah perubahan Rp 1.239.549.500,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1. Semula Rp 41.199.992.047,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 1.452.400.739,00
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan Rp 42.652.392.786,00
c. Pendapatan lainnya
1. Semula Rp 7.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah pendapatan lainnya setelah perubahan Rp 7.500.000.000,00
d. Dana Desa
1. Semula Rp 98.330.389.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah dana desa setelah perubahan Rp 98.330.389.000,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja tidak langsung
1. Semula Rp 779.826.735.279,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 12.846.024.690,92
Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan Rp 792.672.759.969,92

b. Belanja langsung
1. Semula Rp 684.379.541.041,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 42.866.541.339,00 7
Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp 727.246.082.380,00




(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a.

Belanja pegawai
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Belanja hibah
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja hibah setelah perubahan
Belanja bantuan sosial
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan
Belanja bagi hasil
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan
Belanja bantuan keuangan
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan
Belanja tidak terduga
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp

Rp
Rp

566.832.753.964,00
10.475.262.390,92

Rp
12.856.420.000,00
585.000.000,00
Rp
1.640.000.000,00
0,00
Rp
8.209.998.600,00
955.197.600,00
Rp
181.198,945.100,00
830.564.700,00
Rp
9.088.617.615,00
0,00
Rp

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a.

b.

Belanja pegawai
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan
Belanja barang dan jasa
1. Semula
2. Bertambah/(berkurang)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan

Rp
Rp

Rp
Rp

63.080.526.175,00
13.115.423.900,00

330.754.736.275,00
52.398.788.826,00

Rp

577.308.016.354,92

13.441.420.000,00

1.640.000.000,00

9.165.196.200,00

182.029.509.800,00

9.088.617.615,00

76.195.950.075,00

Rp 383.153.525.101,00



c. Belanja Modal
1. Semula Rp 290.544.278.591,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp (22.647.671.387,00)
. Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 267.896.607.204,00

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
N Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan

1. Semula Rp 93.828.907.536,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 30.621.162.623,66
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp 124.450.070.159,66
b. Pengeluaran
1. Semula Rp 5.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 10.170.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp 5.510.170.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pembiayaan:
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1. Semula Rp 49.428.907.536,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 30.621.162.623,66
Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Rp 80.050.070.159,66
perubahan

b. Penerimaan pinjaman daerah

1. Semula Rp 44.400.000.000,00

2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp 44.400.000.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah
1. Semula Rp 5.500.000.000,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah Rp 5.500.000.000,00
setelah perubahan




b. Pembayaran pokok utang

1. Semula

Rp 0,00

2. Bertambah /(berkurang) Rp 10.170.000,00
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp 10.170.000,00

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

=1

b.

oh

-

—.

Lampiran I
Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X

Lampiran XI

Lampiran XII

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran ini; dan

Daftar Dana Cadangan Daerah; 7



5. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 13 Oktoer 2017

Diundangkan di m___a»_ BUPATI KUBU RAYA,
Pada tanggal...\2..0% «&Q. 2ol A|\|F
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

<
\/4\ mcm_s>z ALI

ODANG PRASETYQ
LEMBARAN DAERA KABUPATEN KUBU RAYA

2o} Anomor...l)eo

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (11/2017)




